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LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 415/SEK/SK/V/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya adalah seluruh satuan kerja di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada . di -

bawahnya.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang |

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja .organisasi

berdasarkan volume kerja. _
Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yérig :héru's o
diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. _. ' _

Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbaﬁdiﬁ'g'én"_éﬁfafé'
bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam '_r'éxh.g'ka-'_ i

penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.

Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang menjadi tanggung EEE

jawab jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara o

volume keria dan norma waktu. _
Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan Sehyatényé'
dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang -

pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Waktu Luang adalah waktu kerja yang hilang karena tidak =

bekerja.




10.

11.

12,
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Waktu  Kerja  Efektif adalah jam kerja dikurangi Waktu |
Luang yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas
yaitu 5 (lima} jam dalam 1 (satu) hari).

Efisiensi Kerja Jabatan adalah perbandingan antara beban kerja
jabatan dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas
dan fungsi suatu jabatan serta tugas lainnya.

Efisiensi Kerja Unit adalah perbandingan antara beban kerja
unit organisasi dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian
tugas dan fungsi suatu unit organisasi serta tugas lainnya.
Efektivitas Kerja Jabatan adalah persentase perbandingan
antara beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan

dengan beban kerja secara keseluruhan yang dilaksanakan.

Efektivitas Kerja Unit adalah persentase perbandingan antara .-

beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi .

dengan beban kerja unit organisasi secara keseluruhan yang

dilaksanakan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Pedoman analisis beban kerja menjadi acuan bagi setiap unit

organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan ‘Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dalam melaksanakan

Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengukur dan e
menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka™ B

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan

kapasitas organisasi yang profesional, transparan, 'proporsibnal,
rasional dan akuntabel.
Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada

dalam satuan kerja organisasi.
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(4) Perhitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fuﬁgsio’nél '
dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan yang ditetapkan

instansi pembina.

BAB III
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3
Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :
a. Norma waktu (variabel tetap)
b.  Volume kerja {variabel tidak tetap); dan
c. Waktu Kerja Efektif.

Pasal 4 o
(1) Norma Waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a merupakan waktu yang dipergunakan untuk

menyelesaikan tugas/kegiatan.

(2} Norma Waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma-f-_z AR

waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan

Pasal 5

Volume kerja (variabel tidak tetap) sebagaimariét"difnak'sud dalam S

Pasal 3 huruf b diperoleh dari target pelaksa'rieian' tﬁ'gas”:*l;‘lntﬁ_'k :

memperoleh hasil kerja.

Pasal 6

Waktu Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 huruf c B

merupakan alat ukur dalam melakukan anal151s beban kerja yaitu 5 C

(lima) jam per hari.

Pasal 7

(1) Analisis beban kerja menggunakan metoda membandmgkan'

beban kerja dengan jam kerja efektif per 1 (satu) tahun

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlperoleh dam

hasil perkalian antara volume kerja dengan horma Waktu




Pasal 8 _
Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan
sebagai berikut:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. penelaahan dan analisis hasil olahan data; dan

d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 9
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a dilakukan dengan menggunakan: B
a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi -
Jjumlah pemangku jabatan.
b. wawancara;
c. pengamatan langsung; dan

d. referensi.

Pasal 10 R L _
Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dilakukan dengan menggunakan : '

a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;

b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, -:'_tiﬁgkat_ ::.éfiéieﬁSi E

jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan S e S
c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit =

dan prestasi kerja unit.

Pasal 11

Penelaahan dan analisis hasil olahan data Sebég‘aimana.“'dimaksﬁa*'

dalam Pasal 8 huruf c¢ dilakukan untuk memperoleh’ hasﬂ yang- o i

akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi Senyatanya S




(1)

w5

Pasal 12
Sekretaris Mahkamah Agung menetapkan hasil perhitungan
secara keseluruhan Analisis Beban Kerja Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.
Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf d pada satuan kerja Mahkamah Agung ditetapkan oleh

masing-masing eselon I,

Pasal 13

Hasil Analisis Beban Kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf d di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Tahapan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam  Pasal -

8

Pasal 14

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak L o

terpisahkan dari keputusan ini.

(1)

(2)

BAB IV |
PENANGGUNG JAWAR PELAKSANAAN
ANALISIS BEBAN KERJA :

Pasal 15

Penanggung jawab pelaksaanaan Anali"sis'-.'Be'bén'.“f{erj'éi: di |
lingkungan eselon 1 Mahkamah Agung adalah .---'Se'ki}'é{aris:-_:- ERE
masing-masing eselon [ sedangkan di Iingkungah:-Badén.Ur‘ﬁs‘an.i-}_'. S
Administrasi Mahkamah Agung adalah Kepala Biro -Ké’ij'egéﬁféiéﬁ G

dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan - =~

Administrasi Mahkamah Agung.

Penanggung jawab pelaksaanaan Analisis Beban Kcr_]a d1 '::; .:

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tzngkat Pertama-__ L

adalah Sekretaris Pengadilan Tingkat Bandmg
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BABV
TIM ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 16
(1) Tim Analisis Beban Kerja dibentuk oleh eselon I masing-masing.
(2) Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 17 _

(1) Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim untuk -

melaksanakan Analisis Beban Kerja di Pengadilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama.

(2) Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ay.étt (1)

terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari seluruh satuan = |

kerja dibawahnya.

BAB VI
HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 18
Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi:

a. efisiensi dan efektivitas kerja jabatan;

b. efisiensi dan efektivitas kerja unit;

c.  prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; -
d. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; :

e.

f.  standar norma waktu kerja.

Pasal 19
Hasil analisis beban kerja bermanfaat sebagai:

a. bahan penataan/penyempurnaan struktur orgamsas1

jumlah beban kerja jabatan dan jumlah'beba'ri kefjé;-ﬁ'ni't;'dan _3. pEn S

3 L

b.  bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja umt EE
¢. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja :

d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;




= S
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bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan,
penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan
eselonisasi jabatan struktural;

bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil
sesuai dengan beban kerja organisasi;

pertimbangan promosi dan mutasi pegawai;

reward and punishment terhadap unit atau pejabat;

bahan penyempurnaan program diklat; dan

bahan penetapan kebijakan bagli pimpinan dalam rangka

peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.




LAMPIRAN 1T : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA E
NOMOR :415/SEK/SK/V/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN .
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang ._éfektif efisien dan';._-'-__'ji-: 5

akuntabel di era globalisasi yang menuntutfprofesxonahsme-: S

sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, = '

Namun, kondisi saat ini profesionalisme yang diharapkan beium S

sepenuhnya terwujud.

Salah  satu  penyebab utamanya karena - terjadl'-’____'._._-."_.'::ﬁ.f_ R

ketidaksesuaian antara kompetensi’ pegawal dengan jabatan yang'i-_.f:i'

didudukinya. Ketidaksesuaian itu dzsebabkan oieh komposzsi‘."-_

keahlian atau keterampilan pegawai yang beium proporsmnal

Demikian pula, pendistribusian pegawal ma51h bclum mengacuf__:{f.:f'-z'-'.'::..::."5-':- e

pada kebutuhan nyata organisasi, dalam’ art1 belum dldasarkan*_{} e

pada beban kerja organisasi. Meﬂumpuknya pegawal d1 satu umt'-j_.’__-"" g

tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawal d1 unlt lam'.-gl_.-i'-':':'-:

merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut D1 SISl 1a1n'-‘_'_""__-_:

pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan_'-_"fi':

nyata, dalam arti organisasi yang dibéntuk terlalu besar sementara'

beban kerjanya kecil, sehingga pencapalan tujuan organisaél"'-;'.::"_

tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan analisis  beban k’erja pada hak1katnya'.

diharapkan  agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk:f;_' -_ -

menciptakan efcktivitas dan efisiensi scrta profesmnahsme sumberi L

daya manusia aparatur yang memadai pada setlap 1nstan31 serta-"-"" e

mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerlntahan danf___---_*'ﬁ:fi G

pembangunan sccara lancar dengan dllanda51 semangat_'-_'_f'-.--'_."'

pengabdian kepada masyarakat, bangsa’ dan negara sebageumanaf{ v
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diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa
sebagal unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil harus
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
Selain  itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat
menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi
dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu
penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar
beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta
penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya.
Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur
untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah
lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan,

penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik _dari

segl kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepégavvaian' U?ayat._..---t -

tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban’ kerja": :

pada setiap unit organisasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan o

Badan Peradilan yang berada dibawahnya seccara konsisten dan

berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai kinerja yang dihé{fépkah' diﬁéﬁﬁla‘ﬁg’: e

perlu menyusun Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang i P

Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Mahkamah Agung.; :

dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang. mempakan-;::_:f;"_'- e

panduan tentang uraian langkah- langkah dalam | melakukan.f i

Analisis Beban Kerja pada setiap unit orgamsam d1 ngkungaﬁ._-':;_"  "-__:. i

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dlbawahnya

ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA
1.  Norma Waktu (Variabel Tetap)

Waktu  yang  dipergunakan  untuk m'éngh'as'i}'kéﬁ/;'f. G S

menyelesaikan produk/hasil kerja adalah reiatlf tetap sehmgga':_ S

menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan anahs}s beban kerja j.;'_: S

Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu"_'_-_‘f

kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan : o

norma waktu tersebut berubah.
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Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:
a. Perubahan kebijakan;

b. Perubahan peralatan;

¢.  Perubahan Kualitas SDM; dan

d.  Perubahan organisasi, sistem dan prosedur.

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap)
Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk
memperoleh hasil kerja/produk.
Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan
merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis
beban kerja.
Contoh :

a. Salah satu tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

Perencanaan dan Organisasi adalah membuat laporan =

kegiatan penatausahaan surat masuk dan surat keluar.

Tugas ini adalah seminggu sekali. Misal Hari Kerja Efektif =

dalam 1 tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari. Makéjtiﬁilah o

volume kerja untuk tugas membuat laPO'r.an'_'kégiata;h” o

dalam 1 tahun adalah 235: 5 = 47, satuannya frekuensi,
b. Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya 1

bulan sekali. Maka jumlah volume -kerja._untuk tugas

membuat laporan bulanan dalam 1 tahun 'adéiahQS'S _:';2'0' S o

= 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi. o

3.  Waktu Kerja Efektif

a. Waktu kerja dalam metode ini dimaksudkan é’ébagéiiJéi’ﬁ" ST e

Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang secara . Sfekﬁ £
digunakan untuk bekerja. Jam Kerja Efektif terdiri dari

jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktix :k’e.rj'é

yang hilang karena tidak bekerja seperti m'éiepas.leiéh',- o

istirahat makan dan sebagainya.
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Untuk dapat melakukan analisis beban kerja sécara baik
dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya,
sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara
transparan.
Keterbukaan /transparansi ini sebagai suatu syarat agar
pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan’
secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban
kerja benar-benar akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Waktu Kerja Efektif didapat dari waktu kerja formal
dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak
bekerja/waktu luang (kurang lebih 30%).
Dalam menghitung waktu kerja efektif digunakan ukuran -
sebagai berikut: N
1) Waktu Kerja Efektif Per Hari = 1 harix 5 jam =
300 menit E
2)  Waktu Kerja Efektif Per minggu = 5 hari x 5 jam =
25 jam = 1.500 menit o
3) Waktu Kerja Efektif Per bulan = 20 hari x 5 jam =
100 jam = 6.000 menit A S
4)  Waktu Kerja Efektif Per tahun = 240 harix 5 Jam =
1.200 jam = 72.000 menit ' N

Kriteria suatu alat ukur yaitu:

a.

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam-.péléké,aﬁaaﬁ G

analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai "_alat'-.:u@'r SRR

Valid, artinya alat ukur yang akan dipergunaken

mengukur beban kerja sesuai dengan material yafig""akéfi |

diukur;

Konsisten, artinya dalam melakukan analisis béban'kerjé; Sl

harus konsisten dari waktu ke waktu; -

Universal, artinya alat ukur harus dapéf-di.p:él.‘gun'akan
untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, - a

sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untak ._ » 3

suatu unit kerja atau hasil kerja.
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adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja

untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat =

konkrit (benda) atau abstrak (jasa). :
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung jam kerja
efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam

melakukan analisis beban kerja.

Contoh penghitungan 1 :
a. Untuk 5 hari kerja :

- Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam .~ .

30 Menit)

- Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam: 5= 7,5 Jam

(7 Jam 30 Menit) e
- Waktu Kerja Efektif Per Hari = 70% x 7,5 Jam = 5

Jam 15 Menit = 315 Menit dibulatkan 300 Meriit S

- Walktu Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x- R
300 Menit = 1.500 Menit o

- Waktu Kerja Efektif Per Bulan = 20 Harix =~ - IR

300 Menit = 6.000 Menit

- Waktu Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulanx =

Contoh penghitungan 2:

a. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender ~

dikurangi hari libur dan cuti.

Untuk 5 hari kerja :

Jumlah hari per tahun h | : 365 hari |
Libur Sabtu-Minggu 104 hari |
Libur Resmi 14 hari

Cuti 12 hari

130hai
: 235 hari S
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b. Waktu Kerja Bfektif adalah jumlah jam kerja dikurang
dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja
(allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat
makan dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar 30%

dari jumlah jam kerja formal.

Jam Kerija per Minggu:

37 Jam 30 Menit.

Waktu Kerja Efektif per Minggu (dikurangi waktu luang
30%) :
70/100 x 37 Jam 30 Menit = 26 Jam 15 menit = 26 jam

Walktu Kerja Efelktif per hari :

5 hari kerja = 26 jam/5 hari = 5 jam 15 menit/hari=5jam

Waktu Kerja Efektif per Tahun :

5 hari kerja = 235 hr x 5 jam/hr = 1.175 jam = 1,200 jam

Waktu kerja efektif tersebut akan menjédiala’t pengukur 3
dari beban kerja yang dihasilkan setiap unit |

kerja/jabatan.

FAKTOR-FAKTOR ~ YANG  DIPERTIMBANGKAN DALAM'-'-T”--*

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SlPiL _ _
Dalam menghitung kebutuhan pegawai perlu mempertlmbangkan: ;._'_:
faktor-faktor sebagai berikut:
1. Beban kerja

Beban kerja merupakan faktor penting dalam 'rn‘engﬁituﬁg'i L

kebutuhan pegawai. Beban kerja ditetapkan berdasarkan tugas B o

dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadl-._ PR

rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu. ©

2. Standar kemampuan rata-rata

Standar kemampuan rata-rata pegawai dalam -meﬁyéieSéikan-

tugas dapat diukur berdasarkan satuan waktu atau satuan o




ST

hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengén :

norma waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan

hasil disebut dengan norma hasil.

a.

Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang secara eféktif dzgunakan o

Norma Waktu

Norma waktu adalah standar kernampuan rata-rata
pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur
berdasarkan satuan waktu. Dalam penghitungannya

digunakan rumus:

ORANG x WAKTU
HASIL

NORMA WAKTU =

Contoh: Operator Komputer dalam waktu 60 menit dapat

menghasilkan beberapa lembar ketikan, misalnya 6

lembar ketikan.

HASIL <
NORMA HASIL = SR
ORANG x WAKTU
Contoh:  Penganalisis  Formasi ."Pégavvai | untuk i

menghasilkan pertimbangan teknis atas .us'ui' tarnbahan

forrnasi CPNS dari satu instansi diperlukan Waktu berapa";_”--f“ |

lama untuk menyelesaikannya (mzsalnya 60 memt)

1 PERTIMBANGAN TEKNIS
NORMA HASIL =

Dari contoh tersebut dapat dit’etépkan "ba{hwa:"ratéilré’té._'_ﬁ_f-':__" B
standar kemampuan seorang Penganahsm Forrnaszi_' G
Pegawai untuk menghasilkan pertlmbangan tekms atas'__:_“_ g

usul tarnbahan forrnasi CPNS ' dari “satu hstans

diperlukan waktu 60 menit,

Waktu Kerja _ o
Waktu kerja dalam metode ini dimaksudkan sebagai Waktu

untuk bekerja. Waktu Kerja Efektif terdiri dari jumlah jam kerja

1 PENGANALISIS FORMASI PEGAWAIXGO MEN]’F S e
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formal dikurangi dengan waktu kerja yang hﬂarig karén'a' tidak
bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
Dalam menghitung waktu kerja efektif digﬁnakan ukuran

sebagai berikut:

a. Waktu Kerja Efektif per hari = 1 hari x § jam = 300 menit =~

b.  Waktu Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 ]am 25 Jam : -_:'_:

= 1.500 menit

c.  Waktu Kerja Efektif per bulan = 20 héi‘i X Sjam = IOO jam.

= 6.000 menit |
d.  Waktu Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam = 1 200
jam = 72.000 menit |

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Analisis beban kerja dilaksanakan  secara sastematls dengan-.'___'

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Qrganisasi.

Sebelum melakukan pengumpulan data,” para anahsharus

melakukan pengkajian organisasi  sehingga memperoleh : LA

kejelasan mengenai:

a. tugas pokok dan fungsi;
b. rincilan tugas; dan
c. rincian kegiatan.

2. Pengumpulan Data

Setelah melakukan pengkajian orgamsam, pciaksanaan

pengumpulan data dapat dilakukan dengan

a. menyebarkan formulir isian (Form A),
b. wawancara;
c.  observasi; dan

d. studi literatur.
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FORM A
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN
UNIT ORGANISASI
3. SATUAN KERJA
JUMLAH
RINCIAN NORMA
NO SATUAN | VOLUME PERALATAN| KET
TUGAS/KEGIATAN WAKTU
KERJA
1 2 3 4 ) 6 7

Respo'ndéﬁ , o

R kR T S

Petunijuk Pengisian:

Setiap Jabatan dibuatkan Form A.

a.
b.

Nama Jabatan diisi dengan nama jabatan dari responden

Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon HI dan Iv.. Umt eselon IIIIS.'_. -

sebagai basis analisis beban kerja;

Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon I induk dari unit orgamsas1 :.- s

yang disebutkan pada angka 2;

No/Kolom (1) diisi dengan angka untuk memberti nomor urut atas uralan S

yang tercantum pada kolom (2);

Rincian Tugas/Kegiatan Kolom (2} diisi dengan tu.gas tugas/keglatan—__.f."; :'j.' e
kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan, yang d1sebutkan.. S

pada angka 1;

Satuan (kolom 3) diisi dengan kata yang menggambarkan suatu besaran_';“ -

dari output, diusahakan yang bersifat universal;

Jumlah Volume Kerja (Kolom 4} diisi- dcngan angka saga yang'-::-_
menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang dauralkan-. '

pada kolom (2);

Norma Waktu/Kolom (5) diisi dengan jumlah/besarnya Waktu yang :' o
diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dan normal (tidak A
super) guna menyelesaikan tugas secara rata-rata berdasarkan’ tugas— - S

tugas/kegiatankegiatan yang diuraikan pada kolom (2):
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1. Peralatan (kolom 6) diisi dengan jenis peralatan spes1ﬁk ya,ng dlgunakan _
untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2); '

i Keterangan (Kolom (7} diisi dengan penjelasan untuk meneraﬂgkan hal—- :
hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (6} di sebelah’
kirinya.

3. Setelah melakukan pengumpulan data beban kerja, dilakukan
pencatatan inventarisasi jumlah pemangku jabatan, sesuai

dengan formulir isian (Form B).

FORM B
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

1. UNIT ORGANISASI :
2. SATUAN KERJA

NO NAMA JABATAN GOLONGAN| JUMLAH| KET |

1 2 3 2 | 5
: Rés’péﬁdén;'_l_ S o
NIP.

Petunjuk pengisian:

a.  Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III Umt organ1sa31 1n1" i G

sebagai basis analisis beban kerja;

b.  Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon II, mduk dar1 umt orgamsasr- o £

vang disebutkan pada angka 1;

c. No/Kolom (1} diisi dengan angka untuk memberi nomor tirut atas uralanf O

yang tercantum pada kolom (2);

d. Nama Jabatan/Kolom (2) diisi dengan -nama-nama _;abatan ba:tk o
struktural maupun non struktural yang ada: di hngkungan umt'_:'-_:

organisasi yang disebutkan dalam angka 1 di atas;

e.  Golongan/Kolom (3) diisi dengan golongan- golongan atas _}abatan ya;ng"_ s

disebutkan dalam kolom (2);

f. Jumlah/Kolom (4) diisi dengan jumlah pejabat . per golongan yang' O

disebutkan dalam kolom (3) dan jabatan tersebut dalam kolom {2)
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g  Keterangan/Kolom (5) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-
hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (4) di sebelah
kirinya.

4. Pengolahan Data Beban Kerja

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan
menggunakan formulir isian (Form C), digunakan untuk
menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang berada

pada satu unit organisasi.

FORM C
REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN

1. UNIT ORGANISASI
2. SATUAN KERJA

O NAMA JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN
JABATAN (VOLUME KERJA x NORMA WAKTU) -
1 2 3
JUMLAH
ANALIS, .

.................................
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Petuniuk pengisian:

Setiap Unit Eselon III dibuatkan formulir C;

a.

b.

Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi eselon III sesuai dengan
yvang tersebut pada Form A;

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut
pada Form A;

No/Kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas nama-
nama jabatan yang tercantum pada kolom (2);

Nama Jabatan, Kolom (2} diisi dengan nama-nama jabatan’ yang ada -

dalam unit organisasi sebagaimana tersebut angka 1;
Jumlah Beban Kerja Jabatan, Kolom (3) diisi dengan angka s.aja sebag&u -

hasil perkalian antara Volume Kerja x Norma Waktu dari data Form A, =

berdasarkan hasil analisis para Analis;

Selanjutnya jumlah seluruh beban kerja (bagian bawah) yang mempakan_ .

beban  kerja  unit secara  keseluruhan  diperoleh . dengan .
menjumlahkan/sigma beban kerja pada kolom 3. '

5. Form D digunakan untuk menghitung jumlah k'e'but'uha'n';'_ B :
pegawai/pejabat, tingkat efektivitas dan efisiensi jabatan (EJ) =

dan tingkat prestasi kerja jabatan (PJ).

FORMD | |
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT /PEGAWAI
TINGKAT EFISIENSI

1. UNIT ORGANISASI
2. SATUAN KERJA

NAMA JUMLAH BEBAN | PERHITUNGAN JML | JUMLAH'PEG | <7 |7 fi i oo
NO oo e S B IPT SRET ] e
JABATAN | KERJA JABATAN | KEBUTUHAN PEG | 'YANG ADA | =" " =) o ) o fe
1 5 3 4 T8 e |78 o9
JUMLAH
- ANALIS, ~ 0

D N R R R R R ]
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Petunjuk pengisian:

a.
b.

[l

Setiap unit organisasi dalam suatu satuan kerja dibuatkan formulir D;
Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai dengan yang
tersebut pada Form A;

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan organisasi sesuai dengan yang
tersebut pada Form A;

No/Kolom (1} diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian
yang tercantum pada Kolom (2},

Natma Jabatan/Kolom (2} diisi dengan nama-nama jabatan dari Form C;
Jumlah Beban Kerja Jabatan/Kolom (3) diisi dengan jumlah beban kerja
pada Kolom (3) Form C, yang dibagi dengan 60 (untuk memperoleh jumlah
beban kerja dalam satuan jam);

Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4) diisi dengan
jumlah beban kerja jabatan pada kolom (3) dibagi waktu kerja efektif per
tahun (1200 jam), dengan rumus:

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan : Waktu

1)

2)

3)

1)

Kerja Efektif per tahun

Kolom {4) = Kolom (3) : JKE PER TAHUN

Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5) diisi dengan”jurﬁiah' A

pegawai/ pejabat sesuai dengan data pada Form B;

+/- Kolom (6) diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengan kolom (4). =
Jika kolom (4) > kolom (5) maka terdapat kekurangan jumlah pejabat yang -

disebutkan dalam kolom (2), dan demikian juga sebaliknya; L e
EJ (Efektivitas dan Efisiensi Jabatan)/Kolom (7) . diisi dengan s
menggunakan rumus : S .

Beban Kerja Jabatan

Jumlah Pemangku Jabatan X Waktu Kerja Efeltif Per Tahumn - |

Kolom (3]

Kolom (7) =
Kolom (4) X 1200

PJ (Prestasi Kerja Jabatan)/Kolom (8) diisi dengan me’riggunakah" ..3:3':_: Rt

pedoman :

a) EJdiatas 1,00 = A (Sangat Baik)
b) EJ antara 0,90 - 1,00 = B (Baik]}

c] EJ antara 0,70 - 0,89 = C {Cukup)

d) EJ antara 0,50 - 0,69 =D (Sedang)

e) EJ di bawah 0,30 = E (Kurang)




- 14 -

Jumlah Kolom (3}, (4}, dan (5} diperoleh dengan menjumlahkan angka
dalam kolom yang bersangkutan;

Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (4), Kolom
(7) - (8) tidak dijumlahkan '
Keterangan kolom (9) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal
yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya.

6. Form E digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan-
pegawai/pejabat unit, tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU)

dan tingkat prestasi kerja unit (PU).

FORM E
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,

TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU)

SATUAN KERJA

JUMLAH JUMLAH
NAMA JML -
BEBAN PEG | N R A
NO UNIT KEBUTUHAN +/- | EU ] PU | KET
KERJA YANG -
ORGANISASI PEG
UNIT ADA _ _
1 2 3 4 5 6 | 7] 8 | 9
JUMLAH
ANALIS,
NIP

Petunjuk pengisian

a.
b.

Setiap satuan kerja dibuatkan formulir E;

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut S -

pada Formulir A;

No/Kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas ura_tan'_' B

yang tercantum pada Kolom (2);

Nama Unit Organisasi/Kolom (2) diisi dengan nama unit orgamsaSJ, yang S

telah dibuatkan Form D;

Jumlah Beban Kerja Umt/ Kolom (3) diisi dengan Jumlah beban kerja un1t S . o

pada Form D bagian bawah;

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4) diisi dengan jumlah e e

kebutuhan pegawai/pejabat dari Form D bagian bawah




e

2)

4)
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Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5) diisi deﬁgén jumlah
pegawai/pejabat sesuai dengan Form D bagian bawah;
+/- Kolom (6) diisi dengan data dari Form D bagian bawah

EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit} Kolom (7) diisi dengan menggunakan -

rmus:

Beban Kerja Unit
BJ S oo

a)
b)
c)
d)

e)

PU (Prestasi Kerja Unit) /Kolom (8) diisi dengan menggunakan pedoman

EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik)
EU antara 0,90 - 1,00 =B (Baik)

EU antara 0,70-0,89 =C (Cukup) .
EU antara 0,50 -0,69 =D (Sedang)

EU di bawah 0,50 = E (Kurang)

Jumlah Kolom (3), (4}, dan (5) diperoleh dengan rﬁ'enjumlahkan angka'.'. o !

dalam kolom yang bersangkutan

Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom ( ) dan (4) Kolom-_'_ ::..: '

{7) ~ {8) tidak dijumlahkan.

Keterangan kolom (9) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal hal' B e

yang perlu dijelaskan pada kolom (2} s/d (5) di sebelah klrmya

7.

Penelaahan Hasil Olahan Data.

Hasil pengukuran beban kerja perlu ditelaah Iebzhianjutuntuk _Z. e N

memperoleh  hasil yang akurat -dan’ .'_'.;.obyék{if. : serta s

menggambarkan kondisi senyatanya. .

Dari hasil pengukuran beban - k’érja.'. sermg dijumpal

kecenderungan yang bervariasi dengan’ kemungkmantldak

rasional :

a. Di atas normal, yang disebabkan adanyamarkuppada __':';"':: e
data volume kerja dan atau norma 'W‘aktj:ya'n'g dapat

dicatat  Analis/dilaporkan  oleh  ".'réSP'bﬁde'ﬁ-Z"_'_.':.':'_eita'li;".._'_.' g

sebaliknya.

b. Di bawah normal, yang disebabka'n.:kUran’g lengkapnya

produk dan kecilnya norma. Waktu_ yang dapat g

diinventarisir oleh Analis atau dllaporkan oleh responden
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Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang

diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya

dianalisis dengan mengecek :

a.

Apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun

melakukan kerja lembur yang nyata (tidak fiktif).

Perlu dilakukan pengamatan secara acak atas kesibukan

harian unit yang dianalisis.

Penetapan Hasil Pengukuran Beban Kerja

a.

Penetapan hasil pengukuran beban kerja di li'ngkﬁngaﬁ _

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya .

sebagai berikut :

1)

Setelah selesai melakukan pengolahan data beban'l__f__'._.-'_. S
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Mahkamah Agqu-_. A

menyampaikan hasilnya kepada pmqpman umt-_"'f:.

organisasi eselon [ yang dianalisis; -

Apabila dinilai sudah mem‘a'dsu hasﬂ tersebut'__"-_-.:-:-’.'_'_'. g
dibuatkan surat pengantar yang dltugukan kepada": R S

Sekretaris Mahkamah Agung untuk memperoleh'f'__"'fﬂ Sk

keputusan penetapannya;

Berdasarkan surat pengantar tersebut Sekretarls-.f."'”'_..:":_.'i e
Mahkamah Agung menugaskan umt kerja Yang ..:
membidangi analisis beban kerga untuk melakukan (RS

penelaahan guna pembeman penetapan atas hasﬂ

pengukuran beban kerja;

Dalam melakukan penélaé;héh umt kerga yang o
membidangi analisis beban kerja WaJ1b menerapkan:. : i
prinsip koordinasi, integrasi dan s1nkromsas1 ba1k'. &
dalam unit organisasi eselon I yang ditelaah maupun'- - i
antar unit lain yang terkait ba1k di dalam maupun di L

luar lingkungan Mahkamah Agung dan Ba dan:_f'

Peradilan di Bawahnya;

Hasil penelaahan kemud;an d1ajukan : kepada_'_-:.i_:_:- S

Sekretaris Mahkamah Agung dalam bentuk telaahan'.ﬁ-" o
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staf, dan apabila sudah dianggap memadai, -
dibuatkan surat keputusan p'enetapéﬁ- 'l__Ol'eh o
Sekretaris Mahkamah Agung; dan '

6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian
disampaikan kembali kepada -p'iifﬁpinén'_ Gnit _
organisasi eselon 1 yang dianalisis.: | S

Penetapan hasil pengukuran beban kerja d1 Penga dllan”". e

Tingkat Banding sebagai berikut : : ' '

1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban:'_"_}3”‘:_"'5".' o
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Pengadﬁan ngkat'-..-
Banding menyampaikan hasﬂnya‘ kepada plmpman-.-_ .
satuan kerja Pengadilan Tingkat Bandmgyang i
dianalisis; | - SRS _ :

2} Apabila dinﬂéﬁ Sudah memadaz hasﬂ tcrsebut"_ s
dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada.; _.
Sekretaris Pengadﬂan ngkat Bandmg untuk

memperoleh’ keputusan penetapannya

3) Berdasarkan surat pengantar tersebut Sekretar1s'f"'._"-

Pengadilan Tingkat Bandmg menugaskan umt kerja_"::’ i

yang membidangi anahsls beban kerja untuk
melakukan penelaahan guna pembenan penetapani_-i.____:'_":'-;:-_.'.-_'-_' -:_1:."_

atas hasil pengukuran beban kerja

4}  Dalam melakukan - pcnclaahan umt kerja yan.gf__.f:._._.--f'-_:f::_ :_'
membidangi analisis beban ker;a WaJ1b menerqukanI_ffi : [: | g
prinsip koordmam 1ntegraS1 dan Slnkromsas1 ba1ki':"ﬁ_:_."-"
dalam satuan kerja Pengadﬂan ngkat Bandmg yang - . .
ditelaah maupun antar unit }am yang terkafc ba1k dz-_.-_': ;::._-'_ S
dalam maupun di- 1uar 1mgkungan Pengadllanlz.ég_}'
Tingkat Banding; - | s o .' ' e

S5} Hasil penelaahan. kemudian dlajukan kepadalﬁ_"'_-? =

Sekretaris Pengadﬂan ’I‘mgkat Banchng dalam b en tuk .::_:..

telaahan staf, dan apabzla sudah d1anggap memada1 Gty

dibuatkan surat _ keputusan penetapan oleh

Sekretaris Pengadﬂan ngkat Bandmg, dan . S __'3:'
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Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian
disampaikan kembali kepada pimpinan satuan kerja
Perangkat Pengadilan Tingkat Banding < yang -

dianalisis.

Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lingkungan

Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1)

Setelah selesai melakukan pengolahan data beban
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Pengadilan Tingkat
Pertama menyampaikan hasilnya kepada pimpinan
satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama yang
dianalisis;

Apabila dinilai sudah memadai, hasil : tersebut -

dibuatkan surat pengantar yang -dit!ijuka.n" 'ke'pa'da' e

Sekretaris  Pengadilan Tingkat Pertama untuk

memperoleh keputusan penetapannya;

Berdasarkan surat pengantar ters‘ebut"'Sekretai‘is'

Pengadilan Tingkat Pertama menugaskan umt kerja BIEE

yang membidangi analisis beban kerja untuk

melakukan penelaahan guna pemberlan penetapan"._. o

atas hasil pengukuran beban kerja;

Dalam melakukan penelaahan - un.it._'-ké'rja' yang T

membidangi analisis beban kerja -Wajib.rﬁeriéra;ﬁkén SR

prinsip koordinasi, integrasi dan- sinkronisasi'baik

dalam satuan kerja Pengadilan ngkat Pertama yang R
ditelaah maupun antar unit lain yang terkait baik di e

dalam maupun di luar lingkungan _.-_Pengadﬂani--__.-_'._'

Tingkat Pertama;

Hasil penelaahan kemudian: --diaju'kén'"-'_._.kep'a'da-
Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk

telaahan staf, dan apabila sudah dianggép'memadai';_ i I

dibuatkan surat keputusan penet&ip’éh S _o'lse_h".
Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama; dan -

Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian o
disampaikan kembali kepada pimpinan satuan _kérja

Pengadilan Tingkat Pertama yang dianalisis. -




- 19 -

d. Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan
kepada unit kerja yvang ada di lingkungan organisasi yang
dinilai dengan disertai petunjuk yang harus dilaksanakan
dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM, yang
meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian.

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja ini dimaksudkan
untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit
kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya, sehingga dapat diperoleh informasi tentang efisiensi dan
efektivitas kerja organisasi, serta mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan,
proporsional dan rasional dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur -

untuk meningkatkan produktifitas kerja serta Iang'kéh'—lari'g'kah. o

lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyemptirnaan e

dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi keiemba.gaan, |

ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
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Dengan demikian pedoman analisis beban kerja ini merupakan
salah satu instrumen dalam rangka peningkatan kapasitas
organisasi, dan agar instrumen ini dapat dipergunakan untuk
penataan organisasi/kelembagaan dan kepegawaian maka harus
didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang kuat dari pimpinan

untuk melaksanakannya secara konsisten.

S\MAHKAMAH AGUNG
SLYK INDONESIA




